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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau Terpilih

Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk
periode 2021-2024 dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan

Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai
sebagai berikut:

¢ Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yvang layak, sehat, dan

sejahtera.

¢ Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan
dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan
internasional.

e Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan
pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang
pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi
pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026,

yaitu:
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1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim,
Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan
Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yvang ditempuh dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan
dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat
terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan
mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai
sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang
secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar
tentu menjadi suatu modal penting yvang dapat digunakan dalam
pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti
pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal
sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yvang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi

Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan
Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai
pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat
berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik
terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua
hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui
perwujudan keterbukaan informasi dan smart service kepada masyarakat,
pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas,
dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka
kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya

vang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat,
dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Takwa.

Misi ini menggambarkan upaya yvang ditempuh dalam pembangunan
sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas
dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing
dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab
tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan,
dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut
tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi
juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai
fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan
e pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di



Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan

menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan
melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu
merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga
kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat
Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah
maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian
budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat
Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi
lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial
tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh
karena itu, untuk mempererat hal tersebut maka keselarasan, keserasian,
dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting
yvang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya

nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur
Kawasan.

Misi ini menggambarkan upaya yvang ditempuh dalam mempercepat
pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan
mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya
ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta
infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang
lambat serta kualitas elkkonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan
dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan,
pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air
bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap

daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian
misi RPIMD vaitu berada pada misi ke-2 yaitu: “Melaksanakan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut adalah: Tata
Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif, dengan
sasaran, yaitu Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam

_-.__



